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JAKARTA
1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 811.62/4076/SJ tanggal 17 april 1989 perihal tersebut pada pokok surat ini, dengan hormat dapat kami jelaskan sebagai berikut :

a. menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :

(1). Pegawai Negeri Sipil tersebut dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan dan keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

(2). meninggalkan tugas selama 6 (enam) bulan terus-menerus secara tidak sah, dan

(3). terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menetang Negara atau Pemerintah;
b. Ketentuan tersebut di atas diatur dalam :

(1). Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang berbunyi :

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang berat;

(2). Pasal 9, yang berbunyi :

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

(a) melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, atau

(b) melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

(3). Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang berbunyi :
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.
(4). Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang berbunyi :

Pegawai Negeri Sipil yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus mnerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagimana disebutkan di atas, pemberhentiannya dapat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan tidak dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

Apabila pemberhentiannya tersebut dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, maka konsekwensinya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980.
3. Demikian penjelasan kami dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
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